
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR irg TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2OI8

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH

KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan

perkemba.ngan harga/nilai sewa kendaraan

dan rumah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rat<yat Daerah Kabupaten Tapin

yang berlaku saat ini di Kabupaten Tapin

sesuai dengan hasil penilaian (appraisal) yang

dilakukan oleh Penilai Publik dengan tetap

memperhatikan Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2Ol7

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyesuaikan

besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim

Ahli Alat Keleng[<apan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan

perkembangan perekonomian saat ini, maka
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b.

Peraturan Bupati Tapin Nomor O4 Tahun 2Ol8

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun

2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin

perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui

perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun

2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II

Tabalong (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor

75, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

2.

\
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 66, Tanrtbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa00);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahut 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

+.

5.

6.

Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan da:a Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017Nomor73, Tambahan Irembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017Nomor106, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

60s7);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

9.

10.

11.

12.
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13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 098 Tahun 2Ol7 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2Ol7

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 98),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor O5 Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098

Tahun 2OI7 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 9 Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Kalimantal Selatan Tahun

2O2O Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol9 Nomor 10);

1,4.

,l
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah

Kabupaten Tapin (Ircmbaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun zOtT Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2Ol8

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun

2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol8

Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

MCnCtapKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN

2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAETUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Tapin Nomor O9 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2018 Nomor 0a) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan

perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan

Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan tunjangan perumahan sebesar:

a. Ketua DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah) perbulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas

juta rupiah) perbulan; dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp12.50O.000,00 (dua belas juta

lima ratus ribu rupiah) perbulan.

(3) Besaran tunjangan perumahan bagr Pimpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan

berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal)

yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan

dan Anggota DPRD Provinsi Kdimantan Selatan.

(a) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t
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2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubatr, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Setiap Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima

ratus ribu rupiah) perbulan.

(3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan berdasarkan

hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) yang tidak

melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

(4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli aJat

kelengkapan DPRD ditetapkan sebagei berikut:

a. Sarjana Strata figa/Guru Besar sebesar Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) perorang perbulan;

b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah) perorang perbulan; dan

c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

perorang perbulan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Diundangkan di Rantau

pada tanggal - z .,,1 '' ::.'-

SEKRETARIS DA H KABUPATEN TAPIN,

MASY IANSYAH

BERITA DAERA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR ,I;


